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PERNYATAAN  KEASLIAN 
 
Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul : 
Penyelesaian   Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak  Sebagai 
Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor  Bupati  
Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, merupakan karya asli Penulis, dan 
bukan merupakan hasil plagiasme. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini 
dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagai mana tercantum dalam 
Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan 
dengan tesis ini maka,  penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau 
hukum yang berlaku. 
 
 
           Yogyakarta, 28 Januari  2013 
Penulis, 
 










 Tesis ini  berjudul “ Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat 
Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten  Biak  Numfor Provinsi  Papua”, 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa penguasaan 
tanah hakulayat Keret Rumbiak dan kepastian hukum penyelesaian sengketa 
penguasaan tanah hakulayat Keret Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk 
pembangunan kantor Bupati di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. 
 Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari dua 
bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer 
bersifat autoritatif  berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, 
yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 
dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Analisis 
secara kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode 
berfikir deduktif, yaitu proses berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat 
umum yang kebenarannya  telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan  
yang bersifat khusus.  
 Berdasarkan penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa penguasaan 
tanah hakulayat Keret Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor 
bupati di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua telah dilaksanakan melalui 
Sidang Para-Para Adat Dewan Adat Biak berdasarkan hukum adat setempat, 
Kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Gantirugi/kompensasi bagi 
anggota Keret Rumbiak lain yang dirugikan. Penyelesaian sengketa penguasaan 
tanah hakulayat Keret Rumbiak mengandung kepastian hukum, karena berdasarkan 
asas musyawarah mufakat dan kerukunan. 











This is the settlement of the Ulayat Recht Of Keret Rumbiak “Settling the 
Customary Land Disputes of Keret Rumbiak as A Legal Assurance in Land 
Provision for Regent Office Building In Biak Numfor Regency, Papua Province”. 
 The purpose of the study is to find out the settlement of the customary land 
disputes of Keret Rumbiak as well as legal assurance in land provision for regent 
office building in Biak Numfor Regency, Papua Province.  
 The study was conducted using a normative legal method with literature 
materials as secondary data. The data consisted of two legal materials, including 
primary and secondary legal materials. The former was authoritative in nature, 
including legislations, while the latter given explanation on the primary legal 
materials and could help analyzing and understanding them. Data collected were 
analyzed by a qualitative method with a deductive approach, i.e. a thinking process 
that starts from general concepts whose validity is well-known or axiomatic in 
nature to a specific conclusion. 
 Based on the results of the study, it can be concluded that the settlement of 
customary land disputes of Keret Rumbiak in land provision for regent office 
building in Biak Numfor Regency, Papua Province, was carried out through the 
Para-Para Session of Biak Customary Council on the basis of local customary law. 
A consensus in the settlement of customary land disputes was made outside the 
court and compensation was given to other members of Keret Rumbiak that 
suffered loss. Such settlement of the customary land disputes of Keret Rumbiak 
contained a legal assurance, because it was based on consultation for consensus and 
harmony. 
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